Urgensi Dan Pengaturan UU Tentang Contempt of Court Untuk Menjamin Harkat, Martabat Dan Wibawa Peradilan by Mulyadi, A. W. (Aditya)
330
Magister Hukum Udayana •  Jul 2015
ISSN 2302-528XJurnal
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
Vol. 4, No. 2 : 330 - 338
URGENSI DAN PENGATURAN UU TENTANG CONTEMPT OF COURT UNTUK 




The phenomenon of the Contempt of Court is an event that is rife in Indonesia lately. It is 
considered to reduce the dignity, majesty and authority of the judiciary and its apparatus. 
Particularly the dignity and authority of the judge. Attitudes and actions displayed by the 
search for justice, legal practitioners, the press, political and social organizations, NGOs, 
academics, judicial commission, as well as various other parties in such a way can be 
categorized injure the dignity, majesty and authority of the judiciary, good attitude and 
actions directed against the judicial process, judicial officials, as well as court decisions. 
Lack of strict legal instruments and adequate to serve as guidelines and benchmarks to 
judge such a phenomenon is made Contempt of Court always the case. View of the judge 
is an arm of God would have been contrary to Contempt of Court. The judge in charge of 
prosecuting and providing justice for justice seekers should not accept the bad treatments. 
This study is based on normative research method using statutory approach and conceptual 
approaches. Legislation that used is Law No. 4 of 1985 on the Supreme Court, Code of 
criminal law, the law book of the law of criminal procedure, the draft book of the Criminal 
Justice Act 2012 and draft the Code of Criminal Procedure 2012. This research is expected 
to contribute significantly for the creation benchmarks and appropriate guidelines in terms 
of the establishment of regulations and legislation on Contempt of Court Act.
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Persoalan akhr-akhr n mengena 
Contempt of Court d Indonesa merupakan 
suatu permasalahan yang menark sekalgus 
pelk dalam suatu konseps dan regulasnya. 
Termnolog dan pengertan dar Contempt 
of Court d ndonesa pertama kal terdapat 
dalam UU Mahkamah Agung yang konklus 
utama pengertannya adalah tndak pdana 
yang melbatkan seseorang atau lebh dalam 
perkara d sdang pengadlan ataupun tdak 
bak yang berada d luar ataupun dalam 
pengadlan yang perbuatannya secara aktf 
maupun pasf mengganggu dan mengotor 
sstem peradlan pdana yang berjalan 
sebagamana mestnya, menghalang dan 
mengganggu para pejabat pengadlan yang 
berwenang dalam menjalankan tugasnya, 
merendahkan harkat, martabat dan wbawa 
keagungan peradlan d depan khalayak 
umum karena dbaratkan sdang pengadlan 
merupakan suatu yang sakral dan hakm 
merupakan perpanjangan tangan Tuhan 
karena melalu hakmlah dharapkan 
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ddapatkannya suatu keadlan yang mencakup 
seluruh phak yang bersengkata.
Indonesa, sebaga sebuah Negara 
berdasarkan atas hukum (rechtstaat) 
dartkan dalam penyelenggaraan kekuasaan 
negara harus datur, sesua dan djalankan 
berdasarkan atas hukum. Dalam konteks 
n, selan kekuasaan eksekutf dan 
legslatf, terdapat kekuasaan yudkatf 
dalam manfestas berbentuk kekuasaan 
kehakman. 
Pada kekuasaan kehakman terdapat 
asas fundamental berupa independence of 
judiciary. Asas tersebut mengandung makna 
bahwa jalannya proses peradlan harus 
djamn sedemkan rupa agar terhndar dar 
segala bentuk pengaruh, tekanan, ancaman 
yang datang dar phak manapun juga yang 
berpotens dapat mereduks keluhuran asas 
tersebut. Asas independence of judiciary 
merupakan asas bersfat unversal dan 
dberlakukan d pelbaga Negara.
Dar konteks asas tersebut d atas, 
proses peradlan harus djalankan secara 
terbuka, obyektf, mparsal sesua dengan 
ketentuan hukum dan rasa keadlan. 
Sedemkan pentngnya kedudukan dan 
fungs asas tersebut sehngga mendapatkan 
pengaturan secara khusus dalam UUD N 
RI Tahun 1945 serta kemudan djabarkan 
ke dalam pelbaga UU yang secara khusus 
bers tentang pokok-pokok kekuasaan 
kehakman. Sapapun juga, tanpa terkecual, 
berkewajban untuk menghormat martabat, 
keluhuran dan wbawa lembaga pengadlan 
maupun segenap aparaturnya.   
Namun demkan, dalam dnamka 
perkembangan akhr-akhr n terdapat 
fenomena menark yang dapat mereduks 
martabat, keluhuran dan wbawa lembaga 
peradlan beserta aparaturnya. Terutama 
harkat dan wbawa hakm. Skap dan tndakan 
yang dtamplkan oleh pencar keadlan, 
prakts hukum, kalangan pers, organsas 
sosal poltk, lembaga swadaya masyarakat, 
akadems, koms yudsal, serta berbaga 
phak lannya yang sedemkan rupa dapat 
dkategorsaskan mencedera martabat, 
keluhuran dan wbawa peradlan, bak skap 
dan tndakan yang dtujukan terhadap proses 
peradlan, pejabat peradlan, maupun putusan 
pengadlan.
Selan tu, pada pelaksanaan kekuasaan 
kehakman dalam praktek ketatanegaraan 
relatf rentan dapat dntervens, bak 
melalu kebjakan hukum pembuat undang-
undang, lembaga horzontal, kekuatan d 
dalam masyarakat (organsas massa, meda 
massa, parta poltk) melalu pembentukan 
pendapat umum (public opinion) pada saat 
peradlan sedang berlangsung. Pengaruh 
phak-phak yang mempunya kepentngan 
poltk kekuasaan, kekerasan atau pengerahan 
massa yang bersfat anarkhs, tegas dan 
memaksa mewarna proses peradlan 
sehngga mengganggu penyelenggaraan 
proses peradlan.
Pada hakekatnya, urgens dan latar 
belakang tentang undang-undang contempt 
of court pentng eksstensnya. Sebaga 
contoh untuk perumpamaan dapat dlhat 
d sebuah gedung pengadlan, dmana pada 
kasus-kasus yang dapat menark mnat 
masyarakat untuk menontonnya tdak jarang 
gedung pengadlan penuh sesak dpadat 
oleh masyarakat-masyarakat yang ngn 
untuk menyakskan jalannya persdangan 
dan tdak jarang pula beberapa dar mereka 
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melakukan perbuatan-perbuatan yang tdak 
sesua dengan etka dan keagungan dar 
peradlan tu sendr. Msalkan saja apabla 
hasl putusan hakm danggap tdak sesua 
dengan cta hukum dan keadlan masyarakat, 
mereka mengumpat dan melakukan hal-
hal yang melanggar kenyamanan para 
pejabat pengadlan Selan tu, kadang ada 
massa berdemonstras menuntut dhentkan 
proses persdangan, dtuntut hukum mat, 
dbebaskan terdakwa, dan lan sebaganya. 
Kemudan juga terjad kasus dmana 
penasehat hukum yang tdak puas dan 
senang dengan putusan hakm melayangkan 
keberatan dan mengnterups dengan 
seenaknya tanpa mengndahkan etka sebuah 
sstem peradlan pdana yang sebenarnya. 
Dalam kasus yang lebh ekstrm lag bahkan 
kta dapat melhat terdakwa sendr yang 
menyerang seorang hakm yang sepatutunya 
dagungkan dan dmulakan.
Bla berbcara mengena luar 
persdangan, pembertaan meda yang tada 
hentnya mengena krtk ataupun saran turut 
memberikan pengaruh signifikan terhadap 
putusan yang akan djatuhkan oleh hakm, 
tdak jarang meda membesar-besarkan 
pembertaan tersebut dan memunculkan 
suatu anggapan bahwasanya seseorang 
yang telah berada d depan pengadlan yang 
menjalan sdang pdana maupun perdata 
telah dputus terbukt bersalah secara sah 
dan meyaknkan walaupun proses peradlan 
tersebut belum selesa, tentu saja konds n 
berpengaruh terhadap ctra orang tersebut d 
masyarakat. 
Dar latar belakang masalah yang 
telah dpaparkan penuls tersebut datas 
menark untuk membuat karya lmah 
dengan judul “Urgensi dan Pengaturan 
UU Tentang Contempt of Court Untuk 
Menjamin Harkat, Martabat dan Wibawa 
Peradilan”.
1.2. Rumusan Masalah
Berttk tolak pada persoalan maupun 
fenomena yang telah penuls deskrpskan 
tersebut datas dapat dtark 2 masalah 
pokok, antara lan:
1) Bagamana pengaturan Contempt of 
Court d hukum postf Indonesa 
(Ius Constitutum/Ius Operatum) 
dan hukum yang akan datang (Ius 
Constituendum).
2) Bagamana formulas ruang lngkup 
karakterstk perbuatan yang dapat 
dkategorkan sebaga Contempt of 
Court pada masa mendatang (Ius 
Constituendum).
1.3. Tujuan Penelitian
Peneltan hukum n mempunya 2 
tujuan yakn Tujuan Umum dan Tujuan 
Khusus:
1) Tujuan Umum: Untuk mengetahu 
pengaturan mengena Contempt of 
Court dalam hukum yang berlaku d 
Indonesa sekarang n dan hukum 
yang akan datng.
2) Tujuan Khusus: Tujuan khusus 
dar peneltan hukum n adalah 
memaparkan dan mengkaj secara 
terpernc mengena ruang lngkup 
karakterstk perbuatan-perbuatan yang 
dapat d kategorkan sebaga Contempt 
of Court pada amsa mendatang (Ius 
Constituendum)
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II.   Metode Penelitian
2.1. Jenis penelitian
Menurut Wllam H. Putman, “Legal 
research is a part of the legal analysis 
process. It is that part of the legal analysis 
process that involves finding the law that 
applies to the legal question raised by 
the facts of client’s case”.2 (Terjemahan 
bebas: Peneltan hukum adalah bagan dar 
proses analss hukum termasuk mencakup 
dalam hal menemukan hukum yang dapat 
daplkaskan dalam pertanyaan hukum yang 
dajukan berdasarkan fakta-fakta dar kasus-
kasus).
Peneltan n bertumpu pada peneltan 
hukum normatf atau dogmatk (dogmatic 
law research)3 karena hakkat mendasar 
penulsan n alah untuk menemukan dan 
mengkaj mengena peraturan UU mengena 
Contempt of Court dalam rangka menjamn 
terwujudnya kepastan hukum berhubungan 
dengan harkat, martabat dan wbawa hakm 
d dalam peradlan.
2.2. Jenis Pendekatan
Dnamka peneltan hukum terdapat 
berbaga macam pendekatan antara lan 
pendekatan perundang-undangan (statute 
approach), pendekatan kasus (case 
approach), pendekatan hstors (historical 
approach), pendekatan komparatf 
(comparative approach), dan pendekatan 
konseptual (conceptual approach).4
Peneltan n bertumpu pada pendekatan 
perundang-undangan yatu mengkaj UU 
yang relevan dengan permasalahan yang 
dbahas yatu Contempt of Court dan juga 
Pendekatan konseptual yang menelt 
bagamana termnolog darpada Contempt 
of Court tersebut.
2.3. Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum yang akan dkaj dan 
danalss dalam peneltan n terdr dar 
bahan hukum prmer, sekunder dan terser.5
Bahan hukum prmer adalah yang 
memlk kekuatan mengkat,6 berupa 
peraturan perundang-undangan yang terkat 
dengan Urgens dan Pengaturan UU Tentang 
Contempt of Court Untuk Menjamn Harkat, 
Martabat dan Wbawa Peradlan, yatu UU 
No. 4 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 
Agung.
Bahan hukum sekunder berupa bahan-
bahan hukum yang akan memberkan 
suatu kejelasan dan pemahaman terhadap 
bahan hukum prmer sepert lteratur (bak 
asng maupun tdak), hasl-hasl peneltan, 
putusan pengadlan, makalah dalam semnar 
serta artkel-artkel yang memlk hubungan 
dengan masalah yang dbahas.
Sedangkan bahan hukum terser alah 
bahan hukum yang dapat memberkan 
arahan dan kejelasan terhadap bahan hukum 
prmer maupun sekunder yatu berupa kamus 
(dictionary) atau enskloped.
2 Wllam H. Putman, 2009, Legal Research: Second 
Edition, Delmar, Unted States of Amerca, hlm.372
3 Peter Mahmud Marzuk, 2009, Penelitian Hukum, 
Kencana Prenada Meda Group, Jakarta, hlm.35.
4 Soerjono Soekanto & Sr Mamudj, 2006, Penelitian 
Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm.37.
5 Sutrsno Had, 2010, Methodologi Research I, Gadjah 
Mada Unversty, Semarang, hlm.26
6 H. Salm & Erles Septana Nurnan, 2013, Penerapan 
Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.16.
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2.4. Teknik Pengumpulan Bahan 
Hukum
Metode pengumpulan bahan hukum 
dperoleh dengan cara mengumpulkan UU, 
konvens-konvens nternasonal, lteratur-
lteratur, jurnal hukum,7 dan lan sebaganya 
yang berhubungan dengan persoalan Urgens 
dan Pengaturan UU Tentang Contempt of 
Court Untuk Menjamn Harkat, Martabat 
dan Wbawa Peradlan kemudan dlanjutkan 
dengan penyortran bahan-bahan tersebut 
yang terkat dengan permasalahan yang 
dbahas.
2.5. Teknik Pengolahan dan Analisis 
Bahan Hukum
Teknk pengolahan bahan hukum 
dalam peneltan n menggunakan teknk 
deskrps, argumentas, nterpretas dan 
sstematsas. Teknk deskrps penuls 
gunakan terhadap “s maupun struktur 
hukum yang berlaku sekarang n” yang 
berhubungan dean memlk korelas erat 
dengan pokok permasalahan yang dpaparkan 
oleh penuls.
Bahan hukum yang telah ddeskrpskan 
secara terpernc selanjutnya dsesuakan 
makna dan pengertannya melalu metode 
nterpretas.8 Bahan hukum yang telah 
ddeskrpskan dan dnterpretaskan 
sesua pokok permasalahan selanjutnya d 
sstematsas, deksplanas dan dberkan 
argumentas.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengaturan Contempt of Court 
dalam Hukum Positif Indonesia 
(Ius Constitutum/Ius Operatum) 
dan hukum yang akan datang (Ius 
Constituendum)
D Indonesa, pengaturan Contempt of 
Court dalam hukum postf (Ius Constitutum/
Ius Operatum) selntas datur dalam ketentuan 
hukum materl (KUHP), hukum formal 
(KUHAP), maupun pengaturan d luar KUHP 
dan KUHAP, untuk Ius Constituendum dalam 
RUU KUHAP Tahun 2012 dan RUU KUHP 
Tahun 2012. Ketentuan hukum materl dan 
hukum formal yang mengatur Contempt of 
Court dalam kebjakan formulas tersebut, 
relatf tdak dapat dlaksanakan untuk 
“menjerat” pelaku tndak pdana Contempt 
of Court pada tahap aplkatfnya. 
Dalam KUHP dan KUHAP datur 
selntas mengena Contempt of Court 
yang ntnya adalah sapapun yang dengan 
sengaja mengganggu, tdak menunjukkan 
rasa hormat dan menghalang-halang knerja 
pejabat yang berwenang bak d dalam 
sdang maupun luar persdangan d hukum 
dengan hukuman pdana dengan tenggat 
waktu tertentu.
Sedangkan nt Pasal yang mengatur 
tentang Contempt of Court dalam RUU 
KUHP dan KUHAP 2012 yakn hakm ketua 
dalam persdangan wajb dhormat, oleh 
sebab tu bag sapa saja yang berada d dalam 
suatu persdangan tersebut yang malakukan 
perbuatan yang melanggar etka peradlan, 
berbuat yang danggap merendahkan harkat, 
martabat dan wbawa seorang hakm yang 
merupakan perpanjangan tangan Tuhan 
7 Johny Ibrahm, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian 
Hukum Normatif, Bayu Meda, Malang, hlm.284.
8 Yudha Bhakt Ardhwsastra, 2000, Penafsiran dan 
Konstruksi Hukum, Alumn, Bandung, hlm.20.
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dan yang memberkan keadlan dberkan 
perngatan oleh ketua hakm sdang, apabla 
perngatan tersebut tdak dndahkan dan d 
anggap angn lalu saja atas perntah ketuan 
hakm sdang yang bersangkutan dapat 
dkeluarkan dar dalam suatu persdangan.
Tegasnya, dengan lan perkataan, 
dapat dkatakan bahwa kenyataannya hngga 
saat n, Indonesa mash belum memlk 
perangkat hukum tersendr yang memada 
untuk mengatur dan melndung martabat, 
keluruhan dan wbawa peradlan dar berbaga 
tndakan berbaga phak. Indkasnya, relatf 
sedkt yang dadl karena melakukan 
Contempt of Court. Konsekuens logsnya, 
merupakan kebutuhan bersfat urgen, segera 
dan mendesak untuk dlakukan kajan dan 
peneltan secara krts, akadems dan bersfat 
komprehensf terhadap lahrnya eksstens 
UU tentang Tndak Pdana Penyelenggaraan 
Peradlan dalam rangka menjaga keluhuran 
dan menegakkan martabat dan wbawa 
peradlan.
3.2. Formulasi Ruang Lingkup 
Karakteristik Perbuatan Yang 
Dapat Dikategorisasikan Tindak 
Pidana Contempt of Court pada 
Masa Mendatang
Konsekuens logs dmens konteks 
d atas, drasakan kebutuhan relatf 
perlu dan mendesak negara Indonesa 
harus sesegera mungkn mempunya dan 
mewujudkan adanya UU tentang Tndak 
Pdana Penyelenggara Peradlan (Contempt 
of Court) dalam kerangka negara hukum dan 
mewujudkan kekuasaan kehakman yang 
bertumpu pada keadlan independent guna 
mencapa penyelenggaraan peradlan yang 
dharapkan dapat menjamn hukum dan 
keadlan berpedoman pada dasar negara RI 
yatu Pancasla dan UUD N RI Tahun 1945.
Untuk tu, guna mencapa fungs 
kekuasaan kehakman untuk menegakkan 
hukum dan keadlan yang merdeka, pada 
konferens Ketua Mahkamah Agung se-
Asia Pasifik mensyaratkan perlu adanya 
pengaturan Contempt of Court dantaranya 
“Safe Guard of Judiciary”. Kemudan 
Beijing Statement memberkan salah satu 
standart mnmum menjaga ndependens 
dan efektvtas fungs peradlan melalu asas 
Independence of the Judiciary.
Dalam rangka konteks demkan, 
Oemar Seno Adj menyebutkan bahwa 
kekuasaan kehakman mengandung aspek 
kebebasan dalam menjalankan tugas peradlan 
(within the exercise of the judicial function), 
sehngga sebaga kebebasan“personlijk/
rechtspositio” mengandung d dalamnya 
“vervod” yatu larangan bag kekuasaan 
negara lannya untuk melakukan ntervens 
dan “gebod” sebaga kewajban bag hakm 
dalam menjalankan tugasnya dbmbng oleh 
hat nuran yurdsnya.9
Refleksi konteks kekuasaan kehakiman 
yang merdeka d sampng mengandung makna 
eksstens independence of judiciary juga 
terdapat dmens Hak Asas Manusa (HAM). 
Aspek dan dmens n mutats mutands 
terdapat dalam Universal Declaration of 
Human Rights, yang kemudan tercermn d 
ICCPR.10 
9 Oemar Seno Adj, 2007, Peradilan Bebas Negara 
Hukum, Erlangga, Jakarta, hlm.252.
10 Manuarar Sahaan, 2013, Pendapat Ahli IV, Majalah 
Varia Peradilan Nomor: 327, Ikatan Hakm Indonesa 
(IKAHI), Jakarta, hlm.45.
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Pada dasarnya, pembagan Contempt 
of Court dkhususkan menjad civil 
Contempt of Court dan criminal Contempt 
of Court. Adapun civil Contempt of Court 
adalah penolakan ataupun sangkalan 
terhadap perntah maupun putusan dar 
pengadlan, jad bersfat perlawanan terhadap 
pelaksanaan hukum (an offence against the 
enforcement of justice), dmana sanksnya 
bersfat paksaan (coercive nature). Kemudan 
criminal Contempt of Court merupakan 
segala bentuk perlakuan-perlakuan yang 
mengganggu atau menjad batu sandungan 
dalam proses penyelenggaraan peradlan (an 
offence against the administration of justice) 
dmana sanksnya berupa pdana (punitif 
nature).
Selan tu, dkaj dar perspektf 
jensnya, Oemar Seno Adj menyebutkan 
beberapa jens Contempt of Court, yatu: 
Sub judice rule, yatu perbuatan penghnaan 
dengan cara pembertahuan atau publkas; 
Disobeying Court Orders, yatu tdak 
mentaat perntah-perntah pengadlan 
msalnya saja tdak menghormat hakm 
ketua sebaga ketua dalam sdang Pengadlan; 
Obstructing Justice, yatu menghalang-
halang jalannya penyelenggaraan peradlan 
yang tentunya dapat menmbulkan suasana 
yang tdak harmons dalam suatu sdang 
Pengadlan; Misbehaving in Court, yatu 
berprlaku tercela dan tdak pantas d 
pengadlan msalnya berkata-kata kasar pada 
hakm d Pengadlan ataupun meludah; dan 
Scandalising the Court, yatu menyerang 
ntegrtas dan mpartaltas pengadlan.11
Kemudan Barda Nawaw Aref 
mengklasifikan jenis Contempt of Court, 
yatu: berupa gangguan yang dlakukan 
oleh seseorang d dalam sdang pengadlan 
bak dsengaja maupun tdak yang telah 
mengganggu ketentraman jalannya ruang 
sdang tersebut; Perlakuan-perlakuan 
yang dlakukan oleh seseorang dalam 
rangka mempengaruh para pejabat 
yang berwenang untuk mewujudkan 
proses peradlan yang tdak berat sebelah 
sehngga tercptanya peradlan yang adl; 
Perbuatan yang menmbulkan rasa malu 
dan dapat memunculkan suatu ctra yang 
tak bagi pengadilan, misalnya saja mafia 
peradlan; Perbuatan yang mengganggu 
kenyamanan para pejabat pengadlan, 
karena pejabat peradlan merupakan pejabat 
yang berwenang yang dtangan merekalah 
dharapkan keadlan dapat terwujud oleh 
sebab tu tdak sepatutnya dperlakukan 
dengan kasar; Perbalasan berkatan dengan 
skap-skap yang dlakukan pada saat proses 
peradlan mash berlangsung, tentu saja 
perbuatan sepert n pula danggap sangat 
merendahkan harkat dan martabar peradlan 
d depan masyarakat umum; Perbuatan 
pelanggaran yang dlakukan oleh para pejabat 
pengadlan yang berwenang berkatan dengan 
kewajban-kewajban yang dembannya 
dan Perbuatan yang dkategorkan sebaga 
pelanggaran oleh penasehat hukum msalkan 
saja mengnterups putusan ketua hakm 
pada saat proses sdang peradlan mash 
berlangsung.12 Perbuatan-perbuatan sepert 
11 Ibid, hlm.256.
12 Barda Nawaw Aref, 2008, Bunga Rampai kebijakan 
Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep 
KUHP Baru, Kencana Prenada Meda Group, Jakarta, 
hlm.72.
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djelaskan tersebut datas sangat mengurang 
bahkan tdak jarang danggap menghlangkan 
harkat dan martabat seorang hakm d dalam 
suatu peradlan dan d depan masyaratakat 
awam.
Pada hakekatnya, formulas ruang 
lngkup karakterstk perbuatan yang dapat 
dkategorsaskan tndak pdana Contempt of 
Court masa mendatang (ius constituendum) 




Berttk tolak pada pemaparan tersebut 
datas dapat dambl smpulan bahwasanya 
pengaturan Contempt of Court dalam hukum 
postf Indonesa (Ius Constitutum) mash 
terdapat d pelbaga UU yang berlaku saat n 
sebut saja, KUHP dan KUHAP. Sementara 
untuk Ius Constituendum terdapat dalam RUU 
KUHP dan RUU KUHAP 2012. Sedangkan 
formulas ruang lngkup karakterstk 
perbuatan yang dapat dkategorsaskan 
tndak pdana Contempt of Court masa 
mendatang (ius constituendum) adalah 
gangguan yang dlakukan oleh seseorang 
d dalam sdang pengadlan bak dsengaja 
maupun tdak yang telah mengganggu 
ketentraman jalannya ruang sdang tersebut; 
Perlakuan-perlakuan yang dlakukan oleh 
seseorang dalam rangka mempengaruh para 
pejabat yang berwenang untuk mewujudkan 
proses peradlan yang tdak berat sebelah 
sehngga tercptanya peradlan yang adl; 
Perbuatan yang menmbulkan rasa malu dan 
dapat memunculkan suatu ctra yang tak bag 
pengadilan, misalnya saja mafia peradilan; 
Melakukan tndakan yang mengganggu para 
pejabat pengadlan; Perbalasan berkatan 
dengan skap-skap yang dlakukan pada 
saat proses peradlan mash berlangsung, 
tentu saja perbuatan sepert n pula danggap 
sangat merendahkan harkat dan martabar 
peradlan d depan masyarakat umum; 
Pelanggaran yang dlakukan oleh para pejabat 
pengadlan yang berwenang berkatan dengan 
kewajban-kewajban yang dembannya 
dan Perbuatan yang dkategorkan sebaga 
pelanggaran oleh penasehat hukum msalkan 
saja mengnterups putusan ketua hakm 
pada saat proses sdang peradlan mash 
berlangsung.
4.2. Saran
Pengaturan mengena Contempt 
of Court dalam Sstem Peradlan Pdana 
Indonesa kurang memada karena mash 
tersebar dbeberapa peraturan perundang-
undangan oleh karena tu dperlukannya 
aturan tersendr untuk mengatur tndak 
pdana Contempt of Court dengan 
mewujudkan terbentuknya UU mengena 
tndak pdana penyelenggara pengadlan 
(Contempt of Court). Agar kedepannya d 
dapatkannya prospek pengaturan hukum 
yang lebh menjamn kewbawaan dan 
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